SALINAN
NOMOR 20/2019

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

a. bahwa penataan organisasi perangkat daerah merupakan

salah satu bentuk kewenangan otonomi yang dimiliki oleh

pemerintah daerah;

. bahwa diperlukan penataan Unit Pelaksana Teknis pada

Dinas Komunikasi dan Informatika yang proporsional, efektil

dan efisien;

. bahwa guna menjamin kepastian hukum berdasarkan

ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 jo. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 12 Tahun 2017 jo. Pasal 7 ayat (3) Peraturan
Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah maka pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elekironik dan
Unit Pelaksana Teknis Malang Command Center pada Dinas
Komunikasi dan Informatika telah dikonsultasikan sccara
tertulis kepada Gubernur dan mendapatkan rekomendasi

untuk dicabut;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, hurul b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota
Malang tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis pada Dinas Komunikasi dan Informatika;



Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

L

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-dacrah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-
Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nemor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat 1T Malang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomeoer 10, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
WALIKOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA.

Pasal 1

Beberapa Peraturan Walikota yang meliputi:

l. Peraturan Walikota Malang Nomor 69 Tahun 2016 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tala Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan
Pengadaan sccara Elektronik pada Dinas Komunikasi dan
Informatika (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2016
Nomor 69); dan

2. Peraturan Walikota Malang Nomor 70 Tahun 2016 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Malang
Command Center pada Dinas Komunikasi dan Informatika
(Berita Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 70),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 Pebruari 2019
WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang S?inan sesuai dengan aglinya

pada tanggal 4 Pebruari 2019 KEPALA BAGIAN HUKU

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, k
ttd. TABRANI, SH, M.Hy/n.

. Pdanhbina Tk. 1
WASTO NID. 19650302 199003 1 019

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 20

3



